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30 

LAYANAN 

Pencatatan Perkawinan Dalam Wilayah NKRI  

 

 

a. Proses Penyampaian Pelayanan  

 

  

Persyaratan Pelayanan 
a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

b. pas foto berwarna suami dan istri; 

c. KTP-el Asli; 

d. KK Asli; 

e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian 

pasangannya; atau 

f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian. 

Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 

1. WNI mengisi formulir F-2.01. 

2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan 

perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) 

3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli. 

4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 

serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin) 

5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah 

harus aslinya. 

6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah 

tercantum dalam formulir F-2.01. 

7. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar. 

8. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK 

yang sudah dimutakhirkan datanya. 

9. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama. 

10. Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa perkawinan berlangsung sebelum 

berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang 

Dispensasi Perkawinan. 

11. Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua 

dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri 

sah 

12. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan 

perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan 

berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  

13. Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri (Permendagri 108/2019 Pasal 50 

ayat 2). 

14. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK 

status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat (Permendagri 108/2019 Pasal 

50 ayat 4). 

15. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat 
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kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada 

kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 39 PP 40/2019) 

Alur Pengajuan 

 

Jangka Waktu 

Penyelesaian 

 

1 (satu ) HARI KERJA 

Biaya/Tarif 
 

Gratis 

Nama Produk Layanan 
 

kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah  

dimutakhirkan datanya 

Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan 

Sarana Pengaduan:  
a. Kotak Pengaduan,  
b. Nomor WA : 08113784355  
c. Instagram : dukcapil_ngawi  
d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id    
e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id 
 
Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas 

Alur Pengaduan 
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 b. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing) 
 

  

Dasar Hukum  1. UU 23 Tahun 2006 sebagimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 ttg 

Perubahan UU 23 tahun 2006 ttg Adminduk 

2. PP 40 Tahu 2019 ttg Pelaksanaan UU Adminduk 

3. Perpres 96 Tahun 2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pend. Penduduk dan Capil 

4. Permendari Nomor 108 Tahun 2019 

5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 

6. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 

Sarana, Prasarana,  

dan/ atau fasilitas 

1. Ketersediaan Ruang Tunggu 

2. Ketersediaan Loket Pelayanan 

3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyendang disabilitas 

4. Ketersediaan loket khusus penyandang disabilitas 

5. ketersediaan toilet 

Kompetensi Pelaksana Mampu memberikan informasi pelayanan 

Pengawasan Internal TPI 

Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang 

Jaminan Pemberian  

Pelayanan 

Dokumen yang diterbitkan diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Jaminan Keamanan  

dan Keselamatan  

Pelayanan 

Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Evaluasi Kinerja  

Pelaksana 

1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi 

kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 

2. Evaluasi melalui Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap  

semester II 

3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan 

dan 19 Kecamatan 
 

 
  


